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BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023-2026

DE

a.

NGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa untuk menindakianjuti maksud Intruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, guna
tersedianya pedoman dan acuan dalam penetapan arah
kebjjakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten (SKPK) yang disertai rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif pada masa
transisi 2023-2026 diperlukan dokumen perencanaan daerah;
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,
perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk 4
fempat}] tabun yang aksan datang sebagai pedoman bag
Penjabat Bupati Aceh Barat Daya tahun 2022-2026 dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun19989 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Cayo
Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan
Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2002
Nomor 17};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 fentang Penvelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3851});

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
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Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;
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12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

. Perencanaan Pembangunan Nasional {(Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tghun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelclaan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3679}

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5588} sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjad!
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898;;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka  Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

g
]
v



17.

18.

[y
£

20.

22.

23.

(]
N

25.

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3j;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817};

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahanatas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah
Provinsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambsahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209j;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114};

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tamhbhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041};

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan  qgan — Penganggaran
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

_Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 6322j;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan FEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

_Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor $633});

_Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

)



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional {(RPJMN) Tahun

2020 -2024;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan dJangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114};

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkiatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tghun 2019 tentang Laporan Dan  Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang  Hasil ‘erifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2022;

38. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022 (Lembaran
Aceh Tahun 2019 Nomor 9};

39. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat
Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17);

40. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016
tentang RPJP Kabupaten Aceh Barat Daya 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111};

41. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh
Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
113} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat
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Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang
terdiri dari Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK].

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selajutnya disingkat SKPK adalah
perangkat kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK,
Dinas, Badan, Sekretariat Kecamatan, Sekretariat MAA, MPD, MPU, Baitul
Mal dan Lembaga Daerah.

5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya
disebut RPD Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang memuat Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Arah Kebijzkan dan pregram Daerah untuk 4 (empat) tahun,
terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK) adalah
dokumen perencanaan bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintan
Kabupaten Aceh Barat Daya.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yvang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK} adalah dokumen perencanaan
Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat
Daya yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya
adalah Kepala SKPK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB 11
RPD KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal 2

(1) RPD Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan penjabaran dari RPJMN 2020-
2024, RPD Provinsi Aceh 2023-2026, RPJP Kabupaten Aceh Barat Daya
2005-2025 dan Isu Strategis Aktual.

(2) RPD Kabupaten Aceh Barat Daya memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (SKPK) yang disertai rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.



Pagal 3

(1) Sistematika RPD Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat {1} dan ayat {2} disusun sebagai verikut:
Bab I PENDAHULUAN
Bab II GAMBARAN UMUM
Bab HI GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Bab IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Bab V TUJUAN DAN SASARAN
Bab VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
Bab VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Bab VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab IX PENUTUP.
(2) Sistematika RPD Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPD Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

berfungsi sebagai:

a. Pedoman bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
Daya dalam menyusun Rencana Strategis SKPK;

b. Pedoman Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyusunan dan
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).
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Pasal 5

Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan kewenangannya
melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RPD
Kabupaten Aceh Barat Daya yang dituangkan dalam Renstra SKPK.

Pasal 6

Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten
Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini, merupakan pagu
indikatif yang akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan
kemampuan Xxeuangan dan penerimaan Kabupaten Aceh Barat Daya sesual
dengan kebijakan umum dan program prioritas pembangunan Kabupaten Aceh
Barat Daya setiap tahunnya.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

-~ AST

KABUPATEN ACEH BARAT DAY
Pasal 7
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya. o
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi
a. kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
b. pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

nya bila diperfukan

Dava dalam pelaksanaan
(1) RPD Kabupaten Aceh Barat Day b ditentukan dalam

dapat dilakukan perubahan sesuai persyaratan yang



Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 atau ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

(2) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang
telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, masih
berlaku sampai dengan tahun 2022,

(3) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka RPJM Kabupaten Aceh Barat
Daya tahun 2017-2022 tetap menjadi pedoman penyusunan rencana
pembangunan sampai tahun 2022.

BAB YV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal G

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun
Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM} Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun sebagai pelaksanaan visi dan misi
Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati
Tahun 2024 atau hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat
Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggali7 M et 2022 M
N 4  SyA’Em 1443 H

Q;BUPATI ACEH BAWAYA,Q
fAKM RAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 48 Maureht 2022 M
15 SV b 1443 H

f SEKRETARIS DAERAH m
% KABUPATEN ﬁH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR {{



